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1. Piagam Penghargaan dari BPJS Kesehatan karena telah 

menjaminkan rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi 

Jamkesda dalam Program JKN-KIS. Diterima pada 21 

November 2016. 

2. Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas 

Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan 

Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Diterima dari Menteri 

Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. 

3. Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI atas Prestasi Kinerja 

dengan Predikat Sangat Tinggi dalam Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah. Diterima dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo 

Kumolo di Jakarta pada April 2016. 

4. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan 

Reformasi Birokrasi atas pelayanan yang ada di Dinas Perijinan 

Kabupaten Bantul sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). 

Di terima di Pekanbaru pada 9 Desember 2016. 
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5. Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Terbaik Dalam Peringkat 

Top Ten Indeks Pariwisata Indonesia. Diterima dari Menteri 

Pariwisata Dr Ir Arief Yahya pada 6 Desember 2016. 

6. Pada 17 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul 

mendapatkan Piagam Bhumandala Award dengan Juara 

Harapan II “Simpul Jaringan Informasi Geospasial” dari Badan 

Informasi Geospasial. Diterima di Cibinong. 

7. Penghargaan dari Kementerian Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negera dan Reformasi dengan predikat BB atas AKIP 

Kabupaten Bantul. Diterima dari Menteri PAN RB di Jogja pada 

6 Februari 2017. 

8. Pemkab Bantul mendapatkan penghargaan ASEAN Home Stay 

Award, diterima 20 Januari 2017 dalam acara ASEAN Tourism 

Forum 2017 di Singapura.) 

9. Pemkab bantul dinilai Berhasil melakukan terobosan program 

inovasi untuk mempermudah pelayanan publik, Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Bantul mendapat apresiasi dari Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) berupa Penghargaan Inovasi 
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Administrasi Negara (Inagara) Award tahun 2017,diterima Senin 

(07/08/2017), di Auditorium Gedung LAN Jakarta Pusat. 

10. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meraih penghargaan 

tertinggi dalam hal kinerja pemerintahan daerah, berupa 

Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan yang 

diserahkan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 

Jakarta, Jumat (10/11/2017). 

11. Bertepatan dengan Peringatan Hari HAM (Hak Asasi Manusia) 

Se-Dunia ke 69 yang digelar di kota Solo pada bulan desember 

2017, Kabupaten Bantul mendapat penghargaan tingkat 

nasional dari Kementrian Hukum dan Dan HAM RI. 

Penghargaan itu adalah penghargaan sebagai salah satu 

Kabupaten/ Kota di Indonesia yang dianggap peduli terhadap 

HAM.Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum 

Dan HAM, Yassona Laoli di Hotel The Sunan, Kota Solo  

12. meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja sangat 

baik  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).  Pemkab Bantul berhasil 

meraih predikat nilai ‘BB’ atau sangat baik untuk akuntabilitas 
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kinerja tahun 2017. Penyerahan penghargaan dilakukan 

langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Asman Abnur di  Hotel Tentrem Yogyakarta, 

Selasa (13/02/2018).  

13. Meraih penghargaan  dari majalah BusinessNews 

bekerjasama dengan Asia Business Research Center,  

sebagai Bupati pembina BUMD TOP 2018 pada 3 mei 

2018 yang diserahkan di balai kartini jakarta. 

14. mendapat penghargaan dari Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional Willem 

Rampangilei. Penghargaan diberikan dalam Rapat 

Koordinasi (Rakor) Forum Pengurangan Risiko Bencana 

2018 di The Rich Jogja Hotel, Senin 

(26/11/2018).Penghargaan diberikan karena komitmen dan 

kontribusi para kepala daerah dalam mewujudkan 

masyarakat tangguh bencana. 

15. Mendapat penghargaan dari kemenpan rb sebagai Kepala 

Daerah Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik di Jakarta, 
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Selasa (27/11/2018). Bupati bantul dinilai  berhasil membina 

pelayanan publik di wilayah kabupaten bantul, sehingga tiga unit 

penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah 

kabupaten bantul meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- 

(sangat baik).Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). 

16. meraih Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 

2018terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman 

Republik Indonesiadi di Auditorium TVRI Jakarta pada Senin, 10 

Desember 2018. Pemkab Bantul dinilai berhasil memberikan 

pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mendapat zone 

hijau dengan nilai 84,09.Nilai ini berasal dari 14 komponen dasar 

item penilaian. penilaian yang dilakukan ORI menggunakan 

trafick light sistem sehingga ada yang masuk kategori merah, 

kuning, dan hijau. Untuk kategori merah skor penilainnya yaitu 0 

hingga 50, kuning antara 50,01 hingga 80, dan hijau skornya 

https://www.timesindonesia.co.id/tag/Predikat-Kepatuhan-Tinggi-2018
https://www.timesindonesia.co.id/tag/Predikat-Kepatuhan-Tinggi-2018
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80,01 hingga 100.“Dengan penghargaan tersebut, itu tandanya 

pelayanan di lingkungan Pemkab Bantul sudah sesuai dengan 

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.  

17. Mendapat penghargaan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instantsi Pemerintah Tahun 2018 dengan memperoleh nilai A 

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi di Makasar  19/2/2019 

18. Mendapat penghargaan anugerah Manggala Karya 

Kencana (MKK) karena Bupati Bantul dinilai telah 

menunjukkan komitmen dan dukungan, serta berjasa 

dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga. Penghargaan ini merupakan 

penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat 

melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai 

dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk. 

 

 


